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A. Latar Belakang Masalah

Hubungan Kerja yang merupakan keterkaitan kepentingan anatara
pekerja/buruh dengan pengusaha, sangat berpotensi menimbulkan perbedaan
pendapat atau bahkan perselisihan antara kedua belah pihak. Perselisihan yang

terjadi di lingkungan perusahaan dikenal dengan istilah perselisihan hubungan

yang mengatur agar

permasalahan. Pemerintah

gangguan-gangguan s ekonomi dan ketertiban umum serta untuk

memberi perlindungan yang ogominya lebih

rendah.!

Meningkatnya perselisihan hubungan industrial biasanya diakibatkan
adanya kecenderungan perusahaan yang hanya mengejar kepentingan semata
sehingga kurang memperhatikan hak-hak pekerja sehingga menimbulkan
konflik yang meliputi tingkat upah yang rendah, jaminan kesehatan, jaminan

keselamatan kerja, jaminan hari tua, fasilitas yang diberikan oleh perusahaan

1 Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djambatan, Jakarta, 1994, him. 90.



dan biasanya berakhir dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga di
perlukan institusi dan mekanisme dalam penyelesaian perselisihan hubungan

industrial, yang cepat, tepat, dan adil.

PHK merupakan suatu keadaan dimana dimana buruh berhenti bekerja
dari Perusahaan, PHK merupakan peristiwa yang tidak ingin di harapkan,
karena pemutusan hubungan kerja akan memberikan dampak psycologis-

ja dan keluarganya.?

an%kanisme khusus untuk mengatasi

sebelum permasalahan menjadi besar

financiil bagi

uk itu diperluka

an jalan keluar yang

permatahdat! sebut dalam hubungan kerja
B(&wmgrundang -undangan dan

ng Hubungan Kerja diantaranya adalah

pemerintah telah
yang secara khusus me
Undang-Undang Nomor 13 Ta akerjaan dan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor
31 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihnan Hubungan
Industrial Melalui Perundingan Bipartit. Sebagian peraturan pelaksanaan dari

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

menegaskan:

“Dalam melaksanakan Hubungan Industrial, pemerintah
mempunyai  fungsi menetapkan kebijakan, memberikan

2 F.X. Djumialdji dan Wibowo Soerjono, Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan
Pancasila, Bina Aksara, Jakarta, 2005



pelayanan melaksanakan pengawasan dan melakukan penindakan
terhadap  pelanggaran  Peraturan  Perundang-Undangan
Ketenagakerjaan”.?

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha
dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya
perselisihan mengenai Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Pemutusan

Kerja, dan Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu

—
Wﬂﬁ&a{n perselisihan melalui

musyawarah (Bipa a yang terakhir yang dilakukan melalui Mediasi

pada Dinas Tenaga Provinsi  apabila
Kabupaten/Kota belum ada Mediator enteri Tenaga
Kerja Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Mediator hubungan industrial serta tata kerja mediasi salah satu upaya terakhir
sebelum ke Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)

pada Pengadilan Negeri di Provinsi.®

% Pasal 102 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2008
tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit.

5> Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung,

2014, him 52



Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial mengacu pada Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial yang menjadi tolak ukur digunakan dalam perselisihan hubungan
kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK) antara pekerja/ serikat pekerja

dengan pengusaha.®

Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial mengacu pada Undang-

Undang No Tahun 2004 Tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan

ara bipartit, mediasi,
ungan industrial, termasuk

perselisih wajia ayakan, 'per : shih dahulu melalui

kesepakatan maka salah sa i ihak’ mencatatkan
perselisihannya kepada instansi yang wab di bidang
ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan akan menawarkan kepada para pihak
akan menyelesaikan melalui mediasi atau konsiliasi untuk perselisihan

tersebut.’

Berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK tersebut, salah

satu Perusahaan di Kabupaten Karawang yaitu PT. Bukit Muria Jaya Estate

& F.X. Djumialdji dan Wibowo Soerjono. Op. Cit, him 43
7 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Raja
Grafindo, Jakarta, 2007 him 40



Karawang Pada tanggal 03 September 2021 telah melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK), Pemutusan Hubungan Kerja ini di lakukan secara
sepihak tanpa memberikan uang pesangon oleh Perusahaan Kepada Pekerja
dengan cara pekerja dipaksa untuk tanda tangan surat pengunduran diri yang
sudah disediakan oleh Perusahaan. Perusahaan memberikan alasan bahwa PHK
tersebut dilakukan atas dasar kesalahan pekerja tanpa menjelaskan secara detail

kesalahan pekerja tersebut. Padahal pekerja tidak mengetahui kesalahannya

------ perusahaan memaksa

mempunyai maksud bahwa

seharusnya di terima oleh Pekerja, Berupa

1. Uang Pesangon merupakan pembayaran berupa uang dari pengusaha

kepada pekerja sebagai akibat adanya PHK.

2. Uang penghargaan masa kerja merupakan uang jasa sebagai
penghargaan pengusaha kepada pekerja yang dikaitkan dengan

lamanya masa kerja.

& Abdul Khakim, Op. Cip, him 42



3. Ganti rugi merupakan pembayaran berupa uang dari pengusaha
kepada pekerja sebagai pengganti istirahat tahunan, istirahat panjang,

biaya perjalanan fasilitas perumahan dan lain-lain.

Serta adapun pendambahan peraturan dengan adanya peraturan
pemerintah republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan

Pemutusan Hubungan Kerja, lebih memperjelas tentang hak akibat pemutusan

Berdasarkan Peraturan Pemerintgh Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

t ya, Waktu Kerja dan
a. Pasal 40 ayat 2, Bagian

ubgndar Kere
3 AWAmaﬁebagai berikut:

a. Masa kerje ang,dari 1 tahun, 1 bulan upah.

b. Masakerjalt ahun, 2 bulan
upah.
c. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetaprkéfang dari 3 tahun, 3 bulan
upah.
d. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan
upah.
2. Uang penghargaan masa kerja diberikan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan
upah.

b. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan
upah.

c. Masakerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan
upah.



d. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5
bulan upah.

3. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi:
a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.

b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya
ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja.

c. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, Peraturan
Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.®

Tentu saja hal ini membuat pekerja merasa dirugikan, pihak pekerja sudah

meminta perundingan kepada perusahaan, namun gagal karena tidak diperoleh

akat dengan baik sesuai

duria Jaya Estate dapat

diselesaikan 21U MeKs'A)RAwNﬂGnas Tenaga Kerja dan
2) @arawang.

ang Perselisihan
Hubungan Industrial, untuk menjaga keaslia ulisan ini, penulis
memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai Perselisihan Hubungan

Indusrial yaitu:

1. Tia Rahmatika Hakim, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-
Pekanbaru 2019, Skripsinya berjudul penyelesaian perselisihan hubungan

industrial antara PT. Siak Pertambangan Energi dengan Pekerja Setelah

9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja,



Anjuran Tripartit diterima oleh para piihak. hasil penelitiannya bahwa
penyelesaian perselisihan hubungan industrial ntara PT. Siak Pertambangan
Energi dengan Pekerja Setelah Anjuran Tripartit diterima oleh para piihak,
maka perusahaan dan pekerja membuat perjanjian bersama, akan tetapi
perjanjian tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan, masih ada hak-hak
pekerja yang belum diberikan sesuai dengan perjanjian bersama tersebut,

pekerja tidak melakukan gugatan kepengadilan hubungan industrial (PHI)

perusahaan, perananan mediator Dinas . a'sangat aktif dalam
melakukan pembinaan tentang Hubungan Industrial, melakukan
pengembangan Hubungan Industrial di perusahaan, pengembangan ini
merupakan bimbingan teknis kepada pekerja dan pengusaha dimana
mediator berperan sebagai narasumber dan bersifat sebagai orang ketiga dan

tidak memihak kepada salah satu pihak yang berselisih, langkah-langkah

10 Tia Rahmatika Hakim, Skripsinya berjudul penyelesaian perselisihan hubungan industrial
antara PT. Siak Pertambangan Energi dengan Pekerja Setelah Anjuran Tripartit diterima oleh
para piihak, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru 2019, him 79



Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada para pihak yang
berselisih untuk berunding sebelum dilaksanakan proses mediasi, konsiliasi

dan arbitrase.™!

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan
mengangkat permaslahan ini menjadi sebuah Skripsi dengan berjudul
“Penyelesaian Perselisihan Hak-Hak Pekerja Akibat Pemutusan
Antara Pekerja dengan PT. Bukit Muria Jaya Estate

iasi Bkan Undang-Undang Nomor 13

n 2003 Tentang Ketenagakerjgaan Juncto Undang-Undang Nomor

B.

. Bagaimana tahapan pe
Mediasi berkaitan dengan hak-

antara Pekerja dengan PT. Bukit Muria Jaya Estate Karawang?

2. Bagaimana hambatan penyelesaian perselisihan Hak-Hak Pekerja akibat
Pemutusan Hubungan Kerja antara Pekerja dengan PT. Bukit Muria Jaya

Estate Karawang?

C. Tujuan Penelitian

11| ia Lestari, Skripsi: Peranan Mediator Dalam Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, Universitas Medan Area, 2019 him 52



10

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana tahapan penyelesaian perselisihan hubungan

industrial melalui Mediasi PT. Bukit Muria Jaya Estate Karawang.

2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan penyelesaian perselisinan Hak-Hak
Pekerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja PT. Bukit Muria Jaya Estate

Karawang.
D. Manfa elitian

apun manfaat penelitian yan;dihirapkan dari penelitian ini baik secara

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 200
2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan khususnya bagi instansi ketenagakerjaan
yang bertugas dalam menangani segala permasalahan ketenagakerjaan
khususnya perselisihan hak-hak akibat pemutusan hubungan kerja dalam
upaya penegakan hukum ketenagakerjaan, bagi pekerja, pengusaha dan

masyarakat.



E. Kerangka Pemikiran

1. Teori keadilan

11

Salah satu aspek yang sangat penting dalam sendi-sendi kehidupan.

Konsep keadilan selalu diartikan dengan berbagai defenisi dan selalu di

latarbelakangi dari sisi yang mendefinisikan. Keadilan adalah kebajikan utama

dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam system pemikiran

mapan, hak-hakiyangdija

ang diperberat oleh sebagia

. Karena itu, dalam masyara

kan pengzrbanan yang dipaksakan pada segelintir

ar keuntungan yang dinikmati orang

t yang adil kebebasan warga negara

k ak tunduk pada tawar

n iaI Satu-satunya hal yang

1 salah adalah karena tidak adanya

éaﬂ&%mgl bisa dibiarkan hanya

gu gugat.?

Begitu pula dengan melakukan perjanjian kerja setiap pengusaha atau

perusahaan mempunyai kewajiban membayar upah atau gajih kepada pekerja
sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena keadilan merupakan

keutamaan moral khusus yang berkaitan dengan sikap manusia bidang tertentu

12 Rawls john, 2014, diterjemah oleh Uzair fauzan dan heru prasetyo, A Theory of Justice (Teori
Keadilan) Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Nrgara,

Yogyakarta, Pustaka, him 4
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yaitu menentukan hubungan baik antara pekerja dengan perusahaan dan

keseimbangan antara kedua belah pihak.
2. Teori Ketenagakerjaan

Sastrohadiwiyo (2005:3) menyatakan bahwa dalam pembangunan
ketenagakerjaan, pemerintah diharapkan dapat menyusun dan menetapkan
perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja dimaksudkan agar dapat

uan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan

Pgan maka dalam
spek keadilan dengan cara
alg.aer sipekerja (upah) yang bertujuan

A%&MMQelaksanakan hubungan

sebaagai kewaji

kerja.

3. Undang-Undang Nomor IV Tentang

Ketenagakerjaan

Dalam hal terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan
uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya

diterima.

13 https://www.materibelajar.id/2015/12/teori-ketenagakerjaan-menurut-para-ahli.html, diakses

pada tanggal 08 Oktober 2022


https://www.materibelajar.id/2015/12/teori-ketenagakerjaan-menurut-para-ahli.html
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Dalam pasal 157 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Bab IV
Tentang Ketenagakerjaan yaitu Komponen upah yang digunakan sebagai dasar
perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja terdiri atas upah
pokok dan tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja/ buruh dan
keluarganya.’* Maka si pekerja dalam penyelesaian perselisihan ini di
haruskan mendapatkan hak-haknya dan sipengusaha atau perusahaan wajib

memberikan hak-hak si pekerja yang disebutkan berdasarkan udang-undang

enggunakan metode
peneli itati ; ang harus diperhatikan sebagai

berikut:
1. Metode Pende

Dalam penelitian ini unakan metode pendekatan yuridis
normatif, pendekatan dimaksud a
dan peraturan perundang-undangan tertulis sebagai data sekunder dan studi

kepustakaan.®
2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriftif analitis yaitu

penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang

14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Bab IV Tentang Ketenagakerjaan Pasal 157
15 Soerjono Soekanto dan Srimamuji, penulisan hukum normatif suatu tinjauan singkat, PT Raja
Grapindo Perkasa, Jakarta, 2001 hlm 12
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berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang

menyangkut permasalahan yang diteliti.®
3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis melakukan

penelitian studi Pustaka untuk memperoleh data sekunder yang meliputi :

a. Data primer dalam hal ini adalah:

i i teliti/maka data yang diperoleh dari Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang yang

berkompeten dengan -masals

yang-diteliti yakni Penyelesaian

tFan Hubungan Kerja.

n.—-2020 Bab IV Tentang

makalah, majalah hu um yang berkali engan pokok

masalah yang dibahas dalam pen

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan/informasi yang didapat dari media
massa dan lain-lain yang memuat tulisan yang dapat digunakan sebagai
informasi bagi penelitian ini.

4. Metode Analisis

16 Ronny Hanitijo Soemitro, Metologi Penulisan Hukum dan Jurimetri, Graha Indonesia, Jakarta,
1990, him 97-98



15
Data yang telah diperoleh selanjutnya di analisis secara kualitatif dengan
menggunakan metode analisis kualitatif yaitu penarikan kesimpulan melalui
hasil penelitian baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan
yang diuraikan secara deskriptif atau menggambarkan keadaaan yang
seharusnya. Penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan

dan dokumen-dokumen maupun data yang terkait dengan inti

permasalahan.




